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merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi
meskipun masih terdapat beberapa kendala.
Berakhirnya tahun 2004
membuktikan bahwa partisipasi rakyat
dalam ruang publik demokrasi adalah

pemilu

persyaratan mutlak.

Reformasi yang telah dan sedang
dilakukan oleh bangsa Indonesia, bertujuan
untuk dapat mencapai suatu kehidupan
berbangsa, bemegara dan masyarakat sipil
(civil society) yang demokratis. Masyarakat
sipil atau masyarakat madani menurut
Gelner  adalah: “Sebuah masyarakat
dengan seperangkat pranata-pranata non
pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi
penyeimbang dari kekuasasaan negara
dan pada saat yang sama, mendorong
pemerintah menjalankan peranannya sebagai
penjaga perdamaian dan penengah diantara
berbagai kepentingan utama dalam
masyarakat serta mempunyai kemampuan
untuk menghalangi atau mencegah negara
untuk mendominasi dan mengecilkan peran
masyarakat”.' Kehidupan demokrasi pada
dasamya adalah sebuah kebudayaan konfiik,
yang menekankan pada perolehan sesuatu
melalui persaingan. Persaingan harus
melalui aturan-aturan main atau hukum
yang adil dan beradab serta berada di
Dalam

bawah pengawasan wasit.

kehidupan demokrasi, polisi berperan

! Suparlan, Parsudi, “/lmu Kepolisian dan Dinamika
Masyarakat”, dalam Bunga Rampai llmu
Kapolisian, Jakarta: KIK, 2004, halaman
29,

sebagai wasit yang adil agar hukum
ditaati oleh warga masyarakat.

Ketentuan normatif tentang demokrasi di
Indonesia, dapat ditemukan dalam
paradigma nasional yang terdapat dalam
idiologi Pancasila, UUD 1945, dan undang-
undang. Sekalipun UUD 1945 tidak
menyebutkan istilah demokrasi, namun
UubD 1945
menyebutkan bahwa “kedaulatan berada
di tangan rakyat” (Pasal 1 ayat 2), dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Ini artinya, menurut UUD 1945
pemegang kekuasaan
Negara yang Lebih
disebutkan, bahwa Presiden dan Wakil

tersebut dengan tegas

Dasar.
rakyat sebagai
tertinggi. lanjut
Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 a
ayat 1) melalui Pemilu yang diatur dalam
Pasal 22 E.

Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia,
salah satunya dilaksanakan melalui Pemilu
tahun 2004. Pemilu tersebut, seperti halnya
Pemilu sebelumnya berpedoman pada
peraturan perundang-undangan. Bentuk
peraturan perundang-undangan pada Pemilu
tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Partai Politik,
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilu, Undang-undang Nomor
23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Keputusan KPU
dan sebagainya.

Presiden,

Peraturan perundang-undangan pada Pemilu
tahun 2004, seperti halnya produk hukum
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main yang adil bagi mereka yang bersaing
dan adanya wasit atau penegak hukum
yang adil dan berwibawa sebagai wasit
atau penengah pihak-pihak yang bersaing

dan yang mempunyai potensi untuk
mewujudkan konflik.”
Adapun aturan main yang

digunakan adalah semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pelaksanaan pemilu. Namun hukum yang
tertulis tidak serta merta dapat
operasional dan ditaati oleh masyarakat,
padahal adanya hukum untuk dijadikan
pedoman tingkah laku masyarakat. Di

ini

sisi lain masyarakat masih banyak yang
melanggar hukum. Jika kondisi ini terus
berlangsung maka fungsi hukum sebagai
sarana penyelesaian konflik tidak tercapai.
Maka perlu kreatifitas dari aparat penegak
hukum khususnya Polri untuk melakukan
tindakan kepolisian guna melakukan upaya-
upaya pencegahan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Sudarto bahwa badan yang
langsung mempunyai kewenangan dan
kewajiban dalam pencegahan kejahatan
adalah kepolisian®',

Hal ini selaras dengan paradigma
baru Polri seperti yang tertulis dalam
dalam profil Polri “ Membentang Paradigma

Baru”, untuk mewujudkan Polri yang

" Suparlan Parsudi,”Konflik Sosial:Pembekalan
Angkatan 39 A PTIK™, Tidak diterbitkan,
2004.

' Sudarto,”Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni:
Bandung, halaman 113

modem dan demokrasi di implementasikan
community policing dalam wujud Polmas.
Hakekat Polmas adalah kemitraan dengan
masyarakat, sekaligus menjadi pemecah
masalah (problem solving) yang terjadi di
masyarakat. Sasaran utama yang akan
lebih  mengutamakan

dicapai vyaitu

pencegahan, bersama-sama dengan
masyarakat mengidentifikasikan masalah
untuk kemudian mencari solusinya dan
megurangi rasa ketakutan masyarakat akan
adanya gangguan kamtibmas. Hasil akhir
yang tak lain adalah meningkatkan kwalitas

hidup masyarakat.?

Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya
Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Pidana Pemilu Yang Berkaitan
Dengan Konflik

Upaya atau kebijakan untuk
melakukan Pencegahan dan
Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk
dalam bidang kebijakan kriminal (Criminal
policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak
terlepas dari kebijakan yang lebih luas,
yaitu kebijakan sosial (socia/ policy) yang
terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial (social welfare policy)
dan kebijakan/upaya-upaya untuk
perlindungan masyarakat (social defence
polic).” Marc Ancel merumuskan definisi

2 Polri, Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia
Membentang Paradigma Baru”, Jakarta/ Surabaya:
Mabes Polri, 2005, halaman 11

B Nawawi, Barda, “Masalah Penegakan Hukum dan
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, PT Citra
Aditya Bakti: Bandung, 2001, halaman 73
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maka untuk sementara tidak periu
menggunakan upaya paksa.

Kewenangan Polri melaksanakan

diskresi kepolisian berbanding terbalik dengan
penegakan hukum. Hukum yang berlaku
tidak ditegakan, hal ini sebenamya
merupakan tindakan pelecehan terhadap
hukum dan seolah-olah hukum diinjak-
injak. Padahal hal tersebut sangat penting
sekali kaitannya dalam penyelesaian konfiik
melalui kreatifitas aparat penegak hukum.
hal tersebut sesuai dengan pendapat
Satjipto Rahardjo bahwa doktrin hukum
Indonesia berangkat dari sistem perundang-
undangan yang ada dan tidak sama
sekali mengabaikannya. Tetapi ia tidak
berhenti sampai disitu. Diatas perundang-
undangan lebih penting lagi adalah perilaku
manusia yang memiliki komitmen terhadap
kesusahan orang banyak teruiama rakyat

hukum adalah
30

kecil dalam hal ini
perjuangan, semangat dan komitmen.
Untuk mencapai tujuan hukum ada lebih
dari satu jalan yang bisa dilalui, jalan
pertama adalah melalui penyelenggaraan
hukum, seperti yang lazim dipikirkan oleh
banyak orang, yaitu mulai dengan membuat
peraturan hukumnya, menerapkan sanksi
kita
sebut “pola hukum konvensional” atau
disingkat “pola yuridis”. Jalan yang lain
adalah melalui pola pikir uniuk menjalankan

hukumnya dan seterusnya. Ini

3 Rahardjo, Satjipto, “Sisi-sisi Lain dari Hukum
di Indonesia”, Jakarta : Kompas, 2003,

halaman 19
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hukum sebagaimana mestinya, pola ini
berusaha mencari aiternatif pemecahan
solusi melalui kacamata sosiologis yang
menekankan keberhasilan untuk mencapai
tujuan hukum, atau dengan perkataan
lain menekankan pada soal -efisiensi.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum
itulah dicari berbagai altematif yang bisa
ditempuh melalui kerjasama.

Menurut Barda Nawawi Avrief,
alternatif penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (ADR) pada umumnya
digunakan di
perdata, tidak uniuk kasus-kasus pidana.
Namun dalam prakiek sering juga kasus

lingkungan kasus-kasus

pidana diselesaikan di luar pengadilan
melalui berbagai diskresi aparat penegak
mekanisme
Praktek
penyelesaian perkara pidana di luar
pengadilan selama ini tidak ada landasan

melalui
musyawarah / perdamaian.

hukum aiau

hukum formainya, sehingga sering terjadi
suatu kasus yang secara informal telah
ada penyelesaian damai, tetapi teiap
diproses ke pengadilan. Saat ini terdapat
wacana dalam pembaharuan hukum di
penyelesaian kasus pidana di luar
pengadilan melalui “mediasi pidana” yang
dikenal dengan berbagai istilah, antara
lain  “mediation in criminal cases” atau
“mediation in penal matters’ yang dalam
istilah Belanda disebut stramemiddeling,
istilah Jerman disebut “Der
AuBergeria‘:/id;ve Tatausgleich’ (disingkat
ATA) dan dalam istilah Perancis disebut

dalam
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berorientasi pada proses, proses informal
dan partisipasi aktif otonom para pihak.”

Dalam “Explanatory memorandun?
dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R
(99) 19 tentang “Mediation in Penal
Matters”, dikemukakan tentang model
mediasi pidana, antara lain model “informal
mediation”, model “Traditional village or
tribal moots, model “victim-offender
mediatior?’, model “reparation negotiation
programmes”, model “community panels
family and

o 1134
community group conferences’”

“

or courts" dan model

F.KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun
2004 di Kabupaten Batang, ditemui
terjadinya beberapa konflik. Konflik-konflik
tersebut, terjadi pada proses pelaksanaan
pentahapan pemilu dan wujudnya adalah
konflik dalam bentuk fisik yakni untuk
saling menghancurkan dan dalam wujud
simbolik yakni untuk saling menghuijat.
Ditemui bahwa konflik yang terjadi dalam
tahun 2004 di
Kabupaten Batang, adalah konflik intemal
PPP, konflik antar Parpol yakni PDIP
dan Golkar, PDIP dengan PKB sera
konflik Parpol dengan Kepala Desa/Camat.

pelaksanaan Pemilu

Adapaun faktor-faktor penyebabnya yakni
bahwa masing-masing pihak dalam Pemilu
selalu berusaha untuk saling berebut

Ibid. halaman 18-20
*  Ibid, halaman 20-22
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menguasai sumber daya yakni berebut
dalam perolehan suara sebanyak-
banyaknya, saling berebut untuk
memperoleh kedudukan dalam kepengurusan
partai ataupun untuk menjadi anggota
DPRD. Ditemui juga bahwa faktor
penyebab konflik yakni dari harga diri
masing-masing Parpol melalui atribut Parpol
misalnya bendera parpol dam kaos parpol.
Namun demikian, ditemui juga konflik,
yang disebabkan dari anggapan parpol
terhadap ketidaknetralan aparat pemerintah,
sehingga menimbulkan kecemburuan salah
satu parpol yang merasa dirugikan oleh
sikap ketidaknetralan tersebut.
Kesepakatan sosial’konvensi sosial,
dapat menjadi sarana untuk mencegah
atau menanggulangi bahkan dapat juga
sebagai sarana penyelesaian konflik yang
terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun
2004 di Kabupaten Batang.
bahwa melalui kesepakatan sosial/konvensi
sosial maka
kesepakatan diantara peserta Pemilu yang
berdampak positif untuk menciptakan
keteraturan sosial.

Ditemui

terbentuklah beberapa

Kesepakatan sosial/
konvensi sosial inilah yang pada akhimya
harus dipandang sebagai kebijakan kriminal
non penal yang secara preventif mampu
mencegah konflik. Kesepakatan sosial
yang dilaksanakan pada
tahun 2004 di
Kabupaten Batang mendapat dukungan

dari

tersebut
pelaksanaan Pemilu

para pihak yang terlibat dalam
penyelengaraan Pemilu dan kesepakatan
sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai
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